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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E.iA
LURAH WONOKROMO,

Bahwa FPeraturan Desa Nomor 5 T hun 2019 tentang
Pungutan Desa sudah tidak sesuai lagi dingan perkembangan
keadaan, sehingga perly ditetapkan Feraturan Kalurahan
yang baru;

- bahwa berdasarkan pertimbangan seb gaimana dimaksud

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kz lurahan Wonokramo
tentang Pungutan Kalurahan,

Undang-Undang Republik Indonesia Noiaor 15 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah HKabupaten dalam
Lingkungan Daerah [stimewa Jogjaks ria (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 4. 1

Undang-Undang Republik Indonesia Noiaor 13 Tahun 2012
tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Y, gyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,
Tambshan Lembaran Negara Republii Indonesia MNomor
5339

Undang-Undang Republik Indonesia No nor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor ¥, Tambahan Lembaras Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 te ntang Pemerintahan
Daerah [Lembaran Negara Republik Indsnesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negars Republik Indonesia
Nomor 5587 sebagaimana telah diu sah beberapa  kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja [Lembaran Negara Fepublik Indonesia
Tahun 2020 Nomer 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indenesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Talun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-U wdang Tahun 1950
Momor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Perthentukan Daerah-
Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Tenga 1/Barat dan Dasrah
Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Repu' ik Indonesia Tahun
1950 Nomor 59);
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Peraturan Pemerintah  Nomor 43 Tih
un iﬂld, tentang
;ﬂ,ﬁiﬂm'ﬁ Pelaksang Undang~Unriang I omor & Tahun 2014
e EJI nr::: I!ll.;?:nb:‘:anbﬂi'ir:gnm Repulilik Indonesia Tahun
» 'ambahan Lembarin Negara Republik
Indonesia Nomor 5530 sebagaimana ulah dffﬁih helirapa

2019 tentang Perubahan Kedya Atas |eraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia T hun 2019 Nomor 41,
E;Enltﬁlhﬁn Lembaran  Negara Republi« Indonesia Nomor
Peraturan Menteri Dalam negeri Nomir 111 Tahun 2014
tentang Pedoman teknis penyusunan Peraturan di Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republil Indonesia Nomor 20
Tahun 2018 :Tfﬂtﬂ-ﬂﬂ Pengelolaan Keiangan Desa [Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 homor 611);

Peraturan Daerah Istimewa Daerah | jtimews Yogvakarta
Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenaigan Dalam Urusan
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakar a (Lembaran Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Daerah [stimewn Yogyakarta Nomor 9),
sebagaimana telah diubah dengan Peratu an Daerah Istimewa
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peruba'ian Atas Peraturan
Daerah [stimewa Nomor 1 Tahun 2013 ‘entang Kewenangan
Dalam Urusan Keistimewaan Daerah |stimewa Yogvakarta
(Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yog akarta Tahun 2015
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerai Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 3);

Feraturan Gubernur Daerah Istimewsa Yigyakarta Nomor 34

Tahun 2017 tentang Pemanfastan Tanah Desa (Berita Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Yomor 35);

Peraturan Gubernur Daerah [stimewa Yo wakarta Nomor 131
Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan | eistimewaan (Berita
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahu 1 2018 Nomar 131}
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Ye gyakarta Nomor 25
Tahun 2019 Tentang Pedoman Kel'mbagaan Urusan
Reistimewaan Pada Pemerintah Kal upaten/Kota Dan
Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimew 1 Yogyakarta Tahun
2019 Nomor 25, Tambahan Berita Daer; h Daerah lstimewa
Yogyvakarta Nomor 7);

Peraturan Cubernur Daerah Istimewa Y pyakarta Nomor 2
Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelengg: raan Pemerintahan
Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimew « Yogyakarta Tahun

2020 Nomor 2J;

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nenor 9 Tahun 2019
tentang Penetapan Kalurahan [Lembaran Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2019 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nownor B Tahun 2020
tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Ncmor 8);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tashun 2019 tentang
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Pedoman Organisasi Dan Tata Kerjs | :merintah Kalurahan

(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tah i 2019 Nomar 134]
sebagaimani telah diubah denigan Per: turan Bupati Bantul
Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perul ahan Atas Peraturan
Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 20 9 tentang Pedoman
Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintsh Kalurahan (Berita
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 F omor 128);

Peraturan Bupati Bantul Nemor 47 “ahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupad Ban ul Nomor B2 Tahun
Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomar 4° ¥

Peraturan Eupg.l:i Bantul Nomor 87 *ahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan
[Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomer 87);

Keputusan Bupati Bantul Nomor 620 Cahun 2020 tentang
Peresmian Anggota Badan Permusyaw.ratan Desa Periode

2018-2024 menjadi Angeota  Bada Permusyawaratan
Kalurahan Periode 2018-2024;

Peraturan Desa Wonokromo Nomor 5 “ahun 2019 tentang
Pungutan Desa (Lembaran Desa Wonekromo Tahun 2019

Nomor 5);

Peraturan Desa Wonokrome Nomor 6 “‘shun 2019 tentang
Pemanfaatan Tanah Desa (Lembaran Des 3 Wonokromo Tahun
2019 Nomor 6);

Peraturan Kalurahan Wonokromo Nomar 11 Tahun 2020
tentang HKewenangan Kalurahan Woi okromo (Lembaran
Kolurahan Wonokromo Tahun 2020 Nom ar 11);

Peraturan Kalurahan Wonokromoe MNomor 3 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka | lenengah Kalurahan

(RPJM Kalurahan) Tahun 2021-2026 (| mbaran Kalurahan
Wonokromo Tahun 2021 Nomor 3);

Peraturan Kalurahan Wonokromo Nonor 6 Tahun 2021
teniang Rencana Kerja Pemerintah Kah rahan Tahun 2022;
[Lembaran Kalurahan Weonokromo Tahun 2021 Nomor 6);

Peraturan Kalurghan Wonokromo Nonor 9 Tahun 2021
tentang Anggaran Pendapatan dan Belan:a Kalurahan Tahun
Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Wonokromo Tahun
2021 Nemor 9);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WONC KROMO

dan
LURAH WONOKROMO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan ;. PERATURAN KALURAHAN WONOKROMO TENTANG PUNGUTAN
HALURAHAN

BAB ]
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KETENTUAN UMUM
Pasal 1

ini yang climnkay dengan:
Bupati adalnh Kepala Daernly Kabupaten Bantul:

Panewu adalnhy unsur Permngknl daerah ¥Yang bertugne membantu Bupati di
wilaynh Kapnnewon:

Kalurahan adalah Kalurahan Wonokromo, Kapanew: n Pleret, Kabupaten
Rnntul; ' '

Pemerintah Kalurnhnn adalah Lurah Wonokromo diban u Pamang Kalurahan
Wonokromo sebugai unaur penyelenpparn Pemerintahan Kalurahan

Repala Kalurnhan  yang selanjutnya  digelhy Lu

i1 adalah  pimpinan
Pemerintah Knlurahan;

Pamong Kalurahan adalah unsur staf Yang memhbantt
Sekretariat, Pelaksana Teknis, dan Pelaksang Kewilayah

Badan Permusynwaratan Kalurahan yang selanjutnys disingkat Bamuskal
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerinta 1an Yang anggotanya
merupakan  wakil dari  penduduk Kalurahan Won skromo berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secarg demokratis;
Masyarakat Kalurahan Wonokremo adalah warpa K;
yang beridentitas KTP Kalurahan Wonokromo dan b

halurahan Wonokromo:
Peraturan  Kalurahan adalah peraturan  perund:

ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepal
Permusyawaratan Kalurahan:

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan, elanjutnya disingkat
RPJM Kalurahan, adalah Rencana Eegiatan Pembanzunan Kalurahan
untuk jangka waktu 6 (enam)| tahun;

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya dis but RKP Kalurahan,
adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka v aktu 1 (satu) tahun;
AnggaranPendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya dizsebut
APBKal adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah | alurahan;
Bendahara adalah unsur sekretariat Kalurahan yang membidangi urusan
administrasi keuangan untuk menatausahalan keuangen Kalurahan;
Penerimaan Kalurahan adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan
Kalurahan yang masuk ke APBKal melalui rekening Kas {alurahan;

Aset Kalurahan adalah barang milik Kalurahan yang b rasal dari kekayaan
ash Kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban Anggs ran Pendapatan dan
Belanja Kalurahan (APB Kalurahan) atau perolehan Hak lainnya yang sah;
Pungutan Kalurahan adalah segala jenis pungutan baik berupa uang
maupun barang atau berupa benda yang dilakuliin oleh pemerintah
Kalurahan atas persetujuan Bamuskal;

Pemanfaatan adalah pendayagunaan Aset Kalurahan s cara tidak langsung
dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas Prmerintah Kalurahan
dan tidak mengubah status kepemilikan;

sewa adalah pemanfaatan aseét Kalurahan oleh pihal lain dalam jangka
wakiu tertentu dengan imbalan uang;

Lurah yang meliputi
n

lurahan Wonokromo
‘rdomisili di wilayah

ng-undangan  yang
atli bersama Badan
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Penvewn adalah Peroran

RanfLembaga/Badan Hukum yang memanfaatkan
asel Kalurahan:

Fanah Kas Kalwrnhan adalah Tanih
tikeloln oleh  Pemer
dipergunakan

yong nsal-usulnya dari Kasullanan yang
itah Kalurahan berdnsarkan  1ak anggadub  yang

untuk menunjang penyelenggarann Peme intahan Kalurahan;

Pasar Kalurlinn adalah Pasar yang dibangun dan dik lola oleh Pemerintah
kalurahan;

Kios Kalurahan adalnh Kios yang dikeloln oleh Pemerini,

Lapak Knki Lima adalah Lapak yang dibangun dan dij
Kalurahan;

th Kalurahan:
lola oleh Permerintah

Pendopo Kalurahan adalah Pendopo milik Pemerintah K.

Lapangan  Kalurahan adalah  La
Wonokromo;

lurahan;
Pangan  Sepakboli milik Kalurahan

Gedung Olnh Eagn adalah Gedung Olah Raga milik Pem: rintah Kalurahan;
Ruang Rapat adalah Ruang Rapat milik Pemerintah Kalurahan,

BAB II
FUNGUTAN KALURAHAN
Pasal 2

Untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Ka urahan dalam usaha

peningkatan  pelayanan dan pembangunan  Kalurahs n perlu  ditetapkan
pungutan Kalurahan;

Hasil dari pungutan Kalurahan ini akan dimasukk.n dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB-Kalurahan) K: lurahan Wenokromo

Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul.

BAB 111
OBJEK PUNGUTAN KALURAHAN

Pasal 3

Objek Pungutan Kalurahan meliputi:

a) Tanah Kas Kalurahan;

h) Kios Kalurahan;

] Pasar Kalurahan:

d) Lapak Kaki Lima;

) Lapangan Kalurshan:

fi Pendopo Kalurahan;

Gedung Olah Raga;
h| Ruang Rapat;

Objek Pungutan Kalurahan scbagaimana tersebut pad1 pasal 3 ayat (1)
dilekukan dengan mekanisme sewa/retribusi;

Penyewa dan pengguna sebagaimana tersebut pada pas:il 3 ayat (2] adalah
Perorangan,/Badan Hukum.

BAB IV
Baglan Kesatu
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Tanah Kas Kalurahan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Kalurahan baik
PETOTANEAN maupun untyk kepentingan umum;
Masyarakat [/ Dadan

Hukum { Instansi pPe
Pendidikan vang akan memanfaatkan |ahg
menandatangani dekumen pPerjanjian sewn;

Pihak-pitiak yang  memanfaatkan lshan Tanah K. 8 Kalurahan wajib
membayar biaya sewn:

merintsh [/ Swasta /Dinas
n Tanah {as Kalurahan wajib

Jangka waktu sewa paling lama 5 {lima) tahun dan bisa liperpanjang;

Tarifl sewa Tanah Kas Kalurahan ditetapkan scbagai her cut:
8. Sawah

dagt  TarifSewa | )
No Jenis (Rp) A Keterangan
Sawah kurang produktif S00/m?/tahun
2. 18 h i - 1 Sewn dib-ﬂ.j'ﬂr
E:::h up:::::::l&m o 1.000/m?/tahun __| setiap tjh un
3. 1.000 /ma sekali, diawal
gmcl?f m’ﬂmmk (e ianR _| tahun yang
4. Kigz untuk kandang 3.000/mtahun bersangkutan
b. Non Sawah
| ] .
No Penggunaan Tm};if""“ Keterangan
Tempat Ibadah/ Ruang
1. | Pertemuan Pedukuhan/ -
TK/PAUD : = Emhm'v:pdtiah;ﬂ:r
| SMA/MAN/SMK/ Lembaga sekali, diawal
% ' Pendidikan lainnya 2.000/m?{ tahn n tahun yang
| | 7 bersangkutan
3. | Tempat Usaha dan sejenianya |. féijudef_ﬂzbum ) sangk
Bagian Kedua
KIOS KALURAHAN
Pasal &

Kios Kalurahan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Ka urahan Wonokromo
dan/luar masyarakat Kalurahan Wonokromao;

Masyarakat yang akan memanfaatkan Kios Kalurahar wajib mengajukan
permohonan/ proposal dan menandatangani dokumen pei janjian sewa:

Kios Kalurahan tidak boleh digunakan untuk rumah ting:al;

Pihak yang memanfaatkan Kios Kalurahan wajib membay ir sewa;

Besaran sewa kios yang harus dibayar adalah Tadp ¢ Luas Tanah yang
digunakan;

Jangka waktu Sewa paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang
kembali;

Tarip Sewa Kios Kalurahan untuk masyarakat Kal rahan Wonokromo
sehagal berikut:
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Mo Lokasi Tarip Sew
a5l King Fé A Keterangan

1. | Jalan Imogir Timur Tis.uuﬂ;mﬂjmﬁhn_
2, |Jalan ke Pleret 100.000/m3/tahun

3. [Jalan Sultan Agung 100.000) majtabion™ ic;fpd::ir;r

4 | Sebelah timur Pasar

Kalurahan Wanokromo 40.000,/m?/tahun ﬁ: diawal
5. |Sebelah selatan mantras | A 000 s
Sungai Belik MO0/ m3 ftahun |

Besaran Sewa Kios Kalurahan untule penyews dari I, r wilayah Kalurahan

Wonokromo ditetapkan dengan nilal sews ditambah %0 % dari tarip sewa
terscbut diatas.

Baglan Hetiga
PASAR KALURAHAN
Paszal 6

Pasar Kalurahan dapat dimanfaatkan oleh ma: yarakat Kalurahan
Wonokromo dan / luar masyarakat Kalurahan Wonokror o

Masyarakat yang akan memanfaatkan  Pasar Kalurahan wajib
menandatangani dokumen perjanjlan sewa;

Pihak yang memanfaatkan Pasar Kalurahan wajib memb. yar sewa;

dangblt; waktu Sewa paling lama 5 {(lima) tahun da' bisa diperpanjang
kembali;

Pengelolaan Pasar Kalurahan akan dilakukan oleh BUMIal dan diatur dalam
peraturan tersendiri:

Objek kios pasar Kalurahan yang dibayarkan adalat luas tanah yang
digunalkan;

Besaran Sewa Kios Pasar Kalurahan untuk penyew: dari luar wilayah
Kalurahan Wonokromo ditetapkan dengan nilai sewa « jtambah 20 % dari
tarip sewa tersebut diatas.

Tarifl sewa di dalam komplek Pasar Kalurahan ditetapkan sebagai berikut:

No Lokasi e

(Rp) Keterangan
T Sewa dibayar
Kios di dalam Pasar 5 .
1. nghadsp sela 90.000/m?/tahun aet;:f taleun

— —— -

Besaran pungutan melalui Retribusi Pasar Kalurahan seb ygai berikut:

| No Lokasi Tarif (Rp] - _Keterangan

Pedagang Pasar (pedagang e
' los pasar, pedagang Setlap kali
R unggas, pedagang kaki LENipecpng. | berjualan
i lima, pedagang lainnya)
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3. | Parkir Kendaraan:

a. Sepeda

b. Sepeda Motor

¢. Kendaraan Bermotor
Roda 4 (empat)

d. Kendaraan Bermotor
Roda 6 {enam)

e Kendarnan Bermotor

| Roda lebih dari 6 (enam) | 6.000/kendaraan

1.000 / kendaraan
2.000/kendaraan

3.000/ kendaraan

2.000/kerdaraan |

b

Baglan Keempat
LAPAK KAK] LIMA
Pasal 7

Lapak Kaki Lima Kalurahan Wonokromo bertempat di [ jsun Hetonggo, Jalan
Imogiri Timur yang berlokasi di scbelah utara pPerempata 1 Jejeran;

Lapak Kaki Lima dapat dimanfaatkan oleh ma warakat Kalurahan
Wonokromo dan atay dari luar wilayah Kalurahan Wone :romo;

Masyarakat pemanfaat Lapak Kaki Lima wajib mena: datangani dokumen
perjanjian sewa;

Pihak pemanfaat Lapak Kaki Lima wajib membayar sews

Jangka waktu sewa paling lama 5

(lima) tahun dai bisa diperpanjang
kembali;

Tanf sewa Lapak Kaki Lima untuk masyarakat Kalurahan Wonokromo
ditetapkan sebesar ®p.4.000.000,- /kapling{ shift/ tahun;

Tarl sewa Lapak Kaki Lima untuk masyarakat luar Ka urahan Wonokromo
ditetapkan sebesar Rp.5.000.000,- /kapling/ shift/tahun:

Tarif sewa Lapak Kaki Lima Terbuka ditetapkan seb*sar Rp.1.000.000,-
[ kapling/ shift/ tahun;

Pembayaran retribusi sewa Lapak Kalki Lima pada Pasal © ayat (6), (7], dan [8)
dilakukan dua kai dalam setahun [pada bulin  pertama awal
penandatanganan kontrak dan bulan ketujuh setelah kor trak):

Bagian kelima
LAPANGAN KALURAHAN

Pasal 8

Lapangan Kalurahan dapat dimanfaatkan oleh mas yarakat Kalurahan
Wonokromo dan/dari luar wilayah Kalurahan Wonokrome :

Pihak yang memanfaatkan lapangan Kalurahan wajib mer ibayar biaya sewa;

Bagi pihak yang akan menggunakan lapangan Kalur han untuk jangka
waktu lebih dari 6 bulan berturut-turut wajib menada tangani Surat
Perjanjian Sews;

Besaran sewa lapangan Kalurahan ditetapkan sebagni ber kut:
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i Wakiy Perarangan m Sakalah di
. (R [Fep) (Fip)
V| T3t | 20000 | Xeow | oo
2 | Semogu | 50000 | moom | oo |
| 3 Ssbulan A
4| Tawnen | soom | vomed | spomg
| @ 1 hard |
(3] Pengguna lapangan Kalurahan

"

12)
(3

{4)

even berlangsung,

Pendopo Kalurahan dapat dimanfaati

Bagian

 Perusah; y
Lembaga uar
Wonskrom: ®ub Keletargan
sapakhs 'a
. S
1.500.00 Evant harizn
200000
; o | Khusus event
S| rabagunghasan
Fhusus uniuk
__ﬁmm kegiatan olahraga
300.00 Satu kali latihan

Heenam

PENDOPO KALURAHAN
Pasal 9

Kalurahan Wonokroma.

Fihak yang memanfaathkan Pendope Kalurahan
Fenyewa pendopo Kalurahan dilaran

coret bangunan yang ada.

Tarif sewa Pendopo Kalurahan ditetapkan sebagal beriky -

wajib menjaga kebersiben selama dan setelah

an oleh masyara ot dari dalam/ luar

wajib me nbayar biaya sewa.
g merusak/merub: h bentuk/mencorat-

Pengguna

Kegiatan

Wk

Ta | Sawa
Rp

Kelompok masyarskal/
SekolahLembaga

Sosial i dalam wilayah
Kaurahan Wonokroma

Wirkshop! Sosiaksasy
Bimtek/ sejenisnya

Kurang dar 6 jam
Labih dad & jam

100,000 eglatan
200,000 vagiatan

Kaiompok masyarakal/
SatolaLembaga

Sosid dar luar wikayah
Kakirzhan Wonagkmma

Workshop'Soslaisasy
Bimteks sejeniznya

Kurang dari § jam
Letinh dan 6 jam

200.000. saglalan
300.000. agistan

Flompok masyarakalf
Ssintahi embaga

Sasial df dalam wilayah
Kaiftzhan Wondlromo

Haglatan Pemerrtan
Kalurahan

4

IF’E!mai'naam'
| Lembaganstans

Pesla pernikcahan/
Ricepsi dan
sElenErya

1.500.00 egiatn

Sewa dibaysr

panggunasn

Sowa dbayar

fedshum

PEnggunEn

15| Pengguna Pendopo Kalurahan wajib menjaga kebersihar selama dan setelah
kegiatan berlangsung.
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Mo, Penpruna

- Kepiatan pentas seni, resepai, Ting ]

. Lembaga Kemasyarakatan

Baglan Hatujuh

GEDUNG oA RAGA

Pamnl 10

Oedung Olnh Raga dapit. i,
il
lunt Kalurahnn Wonokrame, kan oleh

Pihak yang memaniontlan ﬂnhm"
WL,

rnsynrn ant el enlam/darl

Cahy W walil membaynr hinyn

Penvieswn Lirdung Clnh Rngn rlllnrnnp. Paerunank S rmeri bk
bentul /mencornt-corel hangunnn YOO nely.
Tarifl sewn Oedung Olah Ragn ditetapkan, mehngnl heriky

Pengminn LT [ P |

(" ) Keterangan
Lembaga Kemasyarmkalan

Kalurahan (LKD) Kalurahan
Wﬂlﬂﬂkﬁﬂﬂn

 Warga Kelurahan Wonokromg
untuk bidang Pendidikan,

Keschatan, dan lembaga 150.000/hari
| Pemerintah lninnya

Lembaga atau pu:mﬁngnn dar| | .

luar wilayah Kelurahan 300.000/h
l'||-1|.’+:|nr|1:1!-1:1'1:«:111} Wit

_F egiatan

| ! I ' = 7
__dan lainnya 000 nm"rkimm t1aksimal 2 hari

Penggunaan untuk kegiatan - :
olah raga bulu tangkis bagi 30.000/bulan || /Akaimal 4 kali
kelompok masyarakat } egiatan

i - e )
Penggunaan untuk kegiatan ]

olah raga seni bela diri bagi 1.000.000/tahun | ! owa dibayar
kelompok masyarakat t lawal tahun

Pengguna Gedung Olah Raga wajib menjaga kebersitan selama dan
setelah kegiatan berlangsung,

Bagian Kedelapan
RUANG RAPAT
Pasal 11

Ruang Rapat Kalurahan dapat dimanfaatkan oleh masya akat dalam fluar
Kalurahan Wonokromo.

Pihak yang memanfaatkan Ruang Rapat Kalurahan wajib membayar biaya
stwa,

Penyewa Ruang Rapat Kalurahan dilarang 1 srusak Jmerubah
bentuk/mencorat-coret bangunan yang ada.
Taril sewa Ruang Rapat Kalurahan ditetapkan sebagai be ilut:

Taril Sews ey
X (R | MKeterangan
Pemerintah Kalurahan dan

Kalurahan (LKD) Kalurahan :




()

(h

12

3

{4

(1]

2}

{1
14

13

4

P untuk Kegintan Pendidikan,

3 | wilayanh Kalurahan 500,000/ even [/ hari

EEHTEEI. Kalurahan Wonokromo |

Kesehatan, dan lembingn 200,000/ even { har|
Pemerintah lninnya Sewn dibayar

. o sebelum
Lembaga atau perorangan luar pengrunaan

Wonokramo

Pengguna Ruang Rapat Kalurahan
setelnh even berlanpsung,

wajib menjaga kebe sihan selama dan

BAB V

KEWENANGAN PELAKSANAAN PUNGUTAN HALL RAHAN
y Paaal 12

Pemerintah  Kalurahan mempunyal  kewenangan da am pelaksanaan
PUngutan Kalurahan sesuai dengan ketentuan peratura yang berlaku:
Pungutan Kalurahan vang dimaksud dalam ayat (1] ¢ ilaksanakan oleh
petugas vang ditetapkan dengan Surat Keputusan Lyral |

Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan Peraturan ¥ ilurahan ini akan
diatur dalam Peraturan Lurah;

Hasil pungutan Kalurahan sebagaimana ayat |2} dimaswu kan ke dalam kas
Kalurahan oleh bendahara Kalurahan untuk digunak in pada kegiatan

vang telah disepakati dalam Anggaran  Pendapat.n  dan Belanja
Kalurahan,

BAB VI

PENGELOLAAN PUNGUTAN KALURAHAN
Pasal 13

Hasil pungutan Kalurahan sebagaimana terdapat pads pasal 2 ayat (2)
diperuntukkan untuk  kegiatan pada  bidang penyelenggaraan
pemerintahan  Kalurahan, pembangunan  Kalural an, pembinaan
masyarakat Kalurahan dan pemberdayaan kemasyarakaran Kalurahan;
Seluruh pendapatan hasil pungutan Kalurahan ditrar sfer ke rekening
Pemerintah Kalurehan sebagai sumber pendapatan asli F alurahan.

BAB VII
TANGGUNRG JAWAR DAN KEWAJIBAN FPENYE ¥A
Pasal 14

Penyewa berkewajiban menjaga dan memelihara obyek yi g disewa:
Apabila terjadi kerusakan akibat pengeunsan dalain kurun waktu
penyewaan mejadi tanggung jawab penyewa;

Penyewa (Pihak Kedua) tidak diperkenankan mengalihkan hak
penyewaannya kepada pihak lain (Pihak Ketiga);

Apabila pihak penyewa melanggar ayvat (3), maka akan « (berikan teguran
dalam bentuk surat teguran | dalam jangka waktu 1 (s1tu) bulan, surat
teguran Il dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, surat t2guran _IiII dalam
jangka waktu 1 {satu] bulan, namun apabila masih tid: k mengindahkan
surat teguran tersebut dalam kurun waktu 7 hari dari « il.l:r.inlulan:.ra Aurat
teguran I1l, maka akan ditindak tegas dengan memutus F2rjanjian Sewa.



BAB vt
LAIN.LAIN
Pasal 15

(1 Pemanfantan aset Knlurahan divtamnkan untuk

Wonakromin;

()  Lurah dapat  memberikan

: Keringanan /dispengasi | emanfaatan  aset
RKalurahan sesuni dengan keteniyay

Yang berlaku der an pertimbangan
Bodan Permusvawnrntan Kelurnhay,: an pertimhang

L Perjaniinn sewn yang masih terikyy kontrak [aedln
Minng be [alan masih teta
berlaku hinggn berakhirmyn Perianjian: g '

mnas arakat Kalurnhan

L Lurah berkewnjiban membentuk

: : BUL &eauni ¢ engan kebutuhan
dengan anggota tim terdiei dari pergn gkat K

Alurahan,
BAR 1X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Padn saat Peraturan Kalurahan inl mulai berlaku, maks Pe
¥ raturan Desa
Wonokromo Nomor 5 Tahun 2019

tentang Pungutan Desa [Lembaran Desa
Wonokromo Tahun 2019 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tic ak berlaku.

Pasal 17

ini mulai berlalu pada tanggal diundan; kan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengune angan Peraturan
halurahan ini dengan PEnempatannya dalam Lembaran Kaly, than Wonokromo
Rapanewon Pleret Kabupaten Bantu,

Peraturan Kalurahan

Ditetapkan di : Wonokn mo

LEMBARAN KALURAHAN WONOKROMO KAPANEWON PLERI'T KABU PATEM
BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 2

NOREG PERATURAN KALURAHAN WONOKROMO KAPANE VON PLERET
KABUPATEN BANTUL
| 13 / WONOKROMD / 2022 )



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PLERET
ML a?nmr!; rmm;,l iy rnilrrllp T nw

Alawst  Kewmers, Pherr, Peret, Banad Koade Pae 19791
Telp MLIPE) 4d | 3080 Py (003 M3 dd f R
Fmall ke plor rbbantulkph go i Wby Leg-pleect Bantulkeb gn

KEPUTUSAN PANEWU PLERET
NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN WONOKROMO

Menimbang

Mengingat

-

—

TENTANG PUNGQUTAN KALURAHAN

PANEWU PLERET

bahwa berdasarkan  Pasal 15 Peraturan Bupati Bantul
Nemor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan
Produk Hukum Kalurahan, Rancangan Peraturan Kalurahan
tentang Pungutan Kalurahan, harus dilakukan evaluasi agar
tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan
peraturan perundang - undangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panewu Pleret
tentang Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan
Wonokromo tentang Pungutan Kalurahan;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Daersh -
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa

Jogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomaor 44;

Undang-Undang Nemor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran MNegara Republik Indenesia Nemer
29495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran MNegara
Hepublik Indonesia Nomeor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomer 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomeor 123, Tambahan Lembaran Negara



10.

11,

12

13.

14,

:::;::v:i::“m“ Nﬂm‘_"" 5539), sehagaimana telah diubah
turan Pemerintah Nomaor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemeriniah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesin Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indanesia Nomeor 5717)
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Dean Yang Dersumber Darl Anggaran Pendapatan dan
Belanin Negara (Lembaran Negara Republik Indanesia Tahun
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesin Nomor 5558), acbagaimana telah diubah dengan
Peraturan  Pemerintah  Nomor 22 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesin Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang  Pedoman Pedoman Pembangunan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 158);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor B4 Tahun 2015
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
6);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nemor 53);
Peraturan Menteri Dalam Neger
tentang Kewenangan Desa
Indonesia Tahun 2016 Nomar 1037);
Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa  Berita Negara Republik
indonesia Tahun 2018 Nomor 611); |
Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomar 7 Tahun 2021
tentang Prioritas F'Ef:ﬂﬂuﬂnnn Dana [IEE;;] ;‘nhun g:::;fi
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun omor :

i akarta Momor 34
bernur Daerah Istimewa Yopya :
Peraturan Qu B S, Doia. (Bt

tentang Pe
;ﬂh:l.-:': :3 ri:ﬂth'ﬂ yopyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
ae

{ Nomor 44 Tahun 2016
(Berita Negara Republik



Venetapkan

KESATL

KEDUA

15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131
Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan
(Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor
131}

16. Peraturan Gubernur Daerah lstimewa Yogyakarta Nomor 25
Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan
Keistimewaan Pada Pemerintah  Kabupaten/Kota dan
Knlurahan (Berita Daerah Daerah lstimewa Yogyakaria
Tahun 2019 Nomor 25);

17, Peraturan Qubernur Dacrah Istimewa Yogyakarta Nomor 2
Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan

(Berita Dacrali Daerah lstimewa Yogvakarta Tahun 2020
MNomaor 2);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor @ Tahun 2019
tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bantul Nomer 119);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Homor B Tahun 2020
tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan ({Lembaran
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);

20, Peraturan Bupati Bantul Nemor 5 Tahun 2020 tentang Tata
Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan [Berita Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5

21, Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun
2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);

22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan
(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tehun 2020 Nomor 87}

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN PANEWU PLERET TENTANG EVALUASI TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN  KALURAHAN  WONOKROMO

TENTANG PUNGUTAN KALURAHAN

Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Wonokromo
tentang Pungutan Kalurahan, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Panewu ini.

usyawaratan Kalurahan harus

Lurah bersama Badan Perm . : :
indaklanjuti evaluasi sebagaimana diktum KESATU paling
s sejak diterimanya Keputusan

lambat 7 ( tujuh ) hari kera
Panewu ini.



KETIGA

KEEMPAT

Lurah harus men i
diundangkan berdasarkan hasil e

kerja sejak
dengan  tembusan ynj 18 sejak tanggal pengundangan,

. kerja  Sekretariat  Daerah Yang
membidangt hukum dan pemerintahan desa,

¢ Keputusan Panewu inf mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

: '. na, l"lrjlﬂ
NIF, 197201021998032009

galinan Keputusan Panewy inj disampaikan kepada Yth.:
Bupati Bantul; b

. Kepala Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Kalurahan Kab. Bantul;

_ kepala Baglan Hukum Setdg Kabupaten Bantul;

. Ketua Bamuskal Kalurahan Wo

|

z

3

4. Lurah Wonokromo Kapanewan Fleret;
3

untuk diketahui dan /

nokromo Kapanewon Pleret;
atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN PANEWU PLERET
NOMOR 2o TAHUN 2022
TENTANG

EVALUAS! TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN KALURAHAN
WONOKROMO TENTANG

PUNGUTAN KALURAHAN

HASIL EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN
WONOKROMO TENTANG PUNGUTAN KALURAHAN

| KEWENANGAN PENETAPAN PERATURAN KALURAHAN

Pui tan han
Rancangan Peraturan Kalurahan Wonokromo tentang Fungt Hm‘:::ang.
telah disusun sesuai kewenangan dan mekanisme peraturan pery

undangan,

II. EVALUAST TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN

WONOKREOMO TENTANG PUNGUTAN KALURAHAN

A. Legal Drafting
Peraturan Kalurahan Wonokromo Tentang Pungutan Kalurahan telah

disusun sesuai Peraturan Bupati Nemer 87 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kalurahan.

B. Substansi Materi Raperkal
1. Judul Raperkal sudah sesuai;
2. Dasar hukum dalam konsideran nomor 16 agar dibhapus karena

sama dengan nomor 18; _
Konsideran nomor 17,18,19,20,21,22,23,24,2526 lama diubah

menjadi nomor 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25;
Rancangan Peraturan Kalurahan Wonokromo Tentang Pungutan
Kalurahan substansi materi pasal ayat pada prinsipnya sudah

mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

3.

. Nomor Register Peraturan Kalurahan
NOREG PERATURAN KALURAHAN WONOKROMO KAPANEWON
PLERET KABUPATEN BANTUL( 13/ WONOKROMO [ 2022 |

561021998032009




KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh o

ua, bulan Maret, tahun Dua Ribu
Dua Puluh Dua, yang bertanda tangan dj

bawah ini :
1. Nama + HENRI KRISMAWAN, 3P, MM
Jabatan  : Ketua Bamuskal Wonokromag

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan
Kalurahan Wonokromo, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2 Nama . Am, MACHRUS HANAFT, 8.Ag
Jabatan - Lurah Wonokromo
Dalam hal ing bertindak

untuk dan atas nama Pemerintah Kalurahan
Wonokroma, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati Rancangan Peraturan
Ka!u;ahan Wonokromo tentang Pungutan Kalurahan untuk ditetapkan
menjadi Peraturan Kalurahan,

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat unwk dipersunakan
sehagaimang mestinya,

PIHAK KEDUA




PEMERINTAH KABUPATEN B \NTUL
KAPANEWON PLERET
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAH/ N WONOKROMO

m'nwm%wuﬂum‘;&m? I a0 gﬂﬂ{r}ﬂﬂ
Alamal : Kefonagn, Wanakramo, Meret, Bantul Te 4 JKXTA) 44 15258,
Emiie Pos 55701 &.madl Bpdwanakramos gnall.com

BADAN PERMUSYAWARATAN HALURAHAN WO, IOKROMO
HAPANEWON PLBRBT, KADUPATEN DAN (UL

KEMUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAH/ N WONOKROMO
HOMOR : 2 TAHUN 2022

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN HALURA AAN TENTANG
PUNGUTAN KALURAHAN MENJADI PERATURAN IALURAHAN

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WO! OKROMO,

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Pungutan
Kalurahan telah disepakati dalam m syawarah Badan

Permusyawaratan Kalurahan, untuk d tetapkan menjadi
Peraturan Kalurahan:

- bahwa berdasarkan pertimbangan sebag aimana dimaksud
dalam huruf a, perly menetapkan | eputusan Badan
Permusyawaratan  Kalurahan tenta g Kesepakatan
Rancangan Peraturan Kalurahan Teatang  Pungutan
Kalurahan menjadi Peraturan Kalurahar

Mengingat: 1. Undang-Undang Momor 6 Tahun 20 4 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia T thun 2014 Nomor

7, Tambahan Lembaran Negara Republil Indonesia Nomor
5495);

2, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran |legara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tanbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5°37) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 ten'ang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia T hun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara REipublik Indonesia
Momaor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Talhin 2014, tentang
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara R:publik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan .embaran Neparn
Republik Indonesia Nomor 5539 sebagaimana  telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 teitang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomer 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Momor 41, Tam bahan Lembaran



10,

1.

12.

13.

14.

15,

16.

17.

Hﬂgﬂm Eﬂpu

blik
tﬂnlﬂ,rjg Entuﬂ o :I

alam Ng
geri N 2014
EEpuhlik In an T'Eh‘n' ama 111 Tahun

Qonesig m @ PErAlUrAn [hss (Berita Negara
Peraturan M'—'thﬂ“ ahup 2014 Nomar 091};

t ]
etang  Peqp, I’.-_-Hm Negeri Nomo 114 Tahun 2014

Htpuhﬁk ]”d"“m!a Tnhm NEuUnan [Des [Berita  Negara
uran Mentery . """ 2014 Nomor 1004y,
an mﬂﬁﬂ'ﬁim!i N - Pemhﬂ”ﬂlll'lhrl Daerah Tertinggal
WENANRAN Begy, Tahun 201 tentang Pedoman
Lokal Berskaiq b arkan ) Asal Usu. dan Kewenangan
I1:“E|.I-||1.rr:| 2015 Nomg, 15 Fita Negara R :publik Indonesia
Eraturan Me !
tentang Kewenanga, ! Negerl Nomo - 44 Tahun 2016
g::]nnﬂain Tahun 2016 I"Im;:: l{gg;rita Megara Republik
raturan Mente ki
tentang Adminjaty. oalam Neger Nomo - 47 Tahun 2016
Republik Indonesig T“hps:igg?tﬂhan Desa (Berita Negara
Peraturan ; & Nomar 1100);
Menter Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016

tentang Bag

Republik [ﬂd_:::esia 2:::3’12“;]&11-&““ Desy (Berita Negara

Per. p " & Nomar E9);

t:n :;;an chte;—: Dalam Negeri Nomo 20 Tahun 2018
oubli an Keuangan p Berita Negara

Republik Indonesia Tahyyp 2018 Hum::: 1 lt- o

Mur Daerah [stimewa * ogyakarta Nomor
+31 Tahun 2018 tentang Penugasan Ury an Keistimewaan

Daerah Istimew Y 2018
Nomor 131); 8 Togyalarta Tahun

Peraturan Gubernyr Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
25. Tﬁhun 2019 Tentang Pedoman Kele mbagaan Urusan
Keistimewaan Pada Pemerintah  Kabt paten /Kota Dan
Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istinewa Yogyakarta
Tahun 2019 Nomor 23, Tambahan Beriia Daerah Daerah
[stimewa Yogvakarta Nomaor 7

Peraturan Gubernur Daerah Istimews Yo ryakarta Nomor 2
Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nonor 9 Tahun 2019
tentang Penetapan Kalurahan (Leinbaran  Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9,

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nonwor 8 Tahun 2020
tentang Badan Permusyawaratan Kalwahan (Lembaran
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 hoamor 8);
Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun
2019 Tentang Pengelolaan Keuangan De s [Berita Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47 ;

Keputusan Bupati Bantul Nomor 620 Tal.un 2020 tent.ang
Peresmian Anggota Badan Permusyawar. tan Desa Periode

9018-2024 menjadi  Anggota Badan |'ermusyawaratan



Menetapkan:

KESATU

KEDUA

Kalu ralinn

riog _
18. Peraturay Beia i Enm-:mq,

G tentang
Pungutnn o, (L XTOmo Nomor 5 Tahun 2019 te st
omor §), MBATAN Denn Wanakromo Tuhun

19, Peraturny Dig.

20, Perntyryy Kl

1.1

22

“n“nkmm H f | I L "..!l]]':] {EHTMH
"Fmﬂ]]f““t"n "l'l-' | ] “an.ll' 1 ian
T‘“]H“] . n I-I‘ H“m I : J “"F"‘ hhm ] r]l.HFI W ]

tent K Urahan """“Tlrﬂkn}mn Nomor 11 Tahun 2020
ey o | Lembaran
Kalurntng Wong), Murshan Wonokromo |

Peratgran Hmur“hﬂﬂn :::;r:,:f,np:;:::rq[ I1]*.Iqhun 2021
tentang Rencany "MbAngy nan Jangka  Menengah
Kalurnhap (REIM Hﬂi'l-lrnhnnp Tahun  2021-2026
{Lembaran Kalurahan nokrome Tahun 2021 Nemor 3);
- Peraturan Kalurahap Wonolergmp Nomor 6 Tahun 2021

Pemerintah  Kalurahan Tahun
raj

Wanokromo Nomor 9 Tahun 2021
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan

Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Weonokremao
Tahun 2021 Nomaor g);

MEMUTUSKAY |

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
TENTANG  Kesgp ATA

AKATAN RANCANGAN PERATURAN
KALURAHAN  wompkpo

TENTANG  PUNGUTAN
KALURAHAN MENJADI PERATURAN KALURAHAN

Ean  Peraturan ll.’ﬂ]unlahal.n tentang
untuk ditetapkan menjadi Peraturan

Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan ini mulai
berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonokromo
Pads;ga.nggal : 22 Maret 2022

Salinan Keputusan Bamuskal ini disampaikan kepada Yth.:
salin
ti Bantul; :
é. Eup:la Dinas E‘HI{ Kabupaten H-amul.t —
3. P::::a]a Bagian Hukum Setda. Kabupa

mntu i



